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ABSTRAK

Fendi Arianto NIM. 16210012, 2020. Efektivitas Sertifikasi Akreditasi
Penjaminan Mutu dalam Meningkatkan Pelayanan bagi Para Pihak
Berperkara di Pengadilan Agama Blitar. Skripsi. Jurusan Hukum
Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci : Efektivitas, SAPM, Pelayanan

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) lahir sebagai bentuk
komitmen Dirjen Badilag dalam mengembangkan kualitas pengadilan agama
dengan menstandarisasi serta meningkatkan Kinerja setiap unit di pengadilan
agama. Pengadilan Agama Blitar merupakan salah satu pengadilan yang memiliki
banyak kasus yang diputus setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2019, pengadilan
ini telah memutus sebanyak 5.018 perkara, 4.815 perkara pada tahun 2017 dan
4.750 perkara pada tahun 2018. Banyaknya perkara yang diputus tentunya perlu
diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang ada. Dengan hadirnya SAPM, akan
diketahui apakah program tersebut hanya bersifat dokumentasi atau benar-benar
menimbulkan manfaat bagi para pihak yang berperkara di pengadilan tersebut.

Rumusan masalah penelitian yaitu: bagaimana pelaksanaan tugas panitera
setelah adanya program SAPM di Pengadilan Agama Blitar dan bagaimana
efektivitas SAPM dalam meningkatkan pelayanan bagi para pihak berperkara di
Pengadilan Agama Blitar. Sedangkan tujuan penelitian yaitu: menjelaskan
pelaksanaan tugas panitera setelah adanya program SAPM di Pengadilan Agama
Blitar dan menjelaskan efektivitas SAPM dalam meningkatkan pelayanan kepada
pihak berperkara di Pengadilan Agama Blitar.

Penelitian  ini merupakan peneltian lapangan (field research) dan
menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang
dikumpulkan dari wawancara, obeservasi sesuai dengan fokus bahasan di
Pengadilan Agama Blitar. Literatur dan dokumentasi tentang persoalan yang
terkait digunakan sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa progam SAPM memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas panitera, yaitu dengan adanya
pembakuan pelaksanaan tugas panitera, pengelolaan berkas sesuai dengan SOP dan
peningkatan kedisiplinan. Selain itu dengan adanya penilaian secara periodik akan
meningkatkan kompetensi panitera. Program SAPM efektif dalam meningkatkan
pelayanan bagi para pihak berperkara di Pengadilan Agama Blitar dengan
ditunjukan adanya mutu pelayanan yang baik, pelaksanaannya yang efektif, dan
terdapat inovasi seperti pembagian kartu identitas bagi pihak berperkara dan
penilaian kepuasan pelayanan dengan emoticon.
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ABSTRACT

Fendi Arianto NIM. 16210012, 2020. Effectiveness of the Quality Assurance
Accreditation Certification to Improve Services for Parties in the Blitar
Religious Court. Thesis. Islamic Family Law Department, Syariah Faculty,
The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
Supervisor: Dr. Sudirman, M.A.

Keywords: Effectiveness, SAPM, Services

The Quality Assurance Accreditation Certification (SAPM) was born as a
form of the commitment of Dirjen Badilag in developing the quality of the religious
court by standardizing and improving the performance of each unit in the religious
court. The Blitar Religious Court is one of the courts which has many cases that are
decided each year. Recorded in 2019, this court has decided 5,018 cases, 4,815
cases in 2017 and 4,750 cases in 2018. The number of cases decided certainly needs
to be balanced with the improvement of existing services. With the presence of
SAPM, it will be known whether the program is only documentation or really
beneficial to the parties in the court.

The formulation of problems are: How to perform the tasks and the
functions of clerks after the SAPM program in the Blitar religious court and how
the effectiveness of SAPM in improving services for the parties in the Blitar
religious court. While the research objectives are: explain the execution of the tasks
of clerks after the program SAPM in the Blitar religious court and and explain the
effectiveness of SAPM in improving services to the parties in the Blitar Religious
Court.

The type of research is field research with qualitative approach. Most of the
primary data were collected from interviews, observation according to the focus of
study at the Blitar Religious Court. Literature and documentation on related issues
are used as secondary data sources.

The results showed that the SAPM program has a significant influence on
the implementation of the duties and functions of the court clerks, with the
standardization of the execution of the clerks' tasks, documents management in
accordance with the SOP and increased discipline. In addition, the periodic
assessment will increase the competency of clerk. The SAPM program is effective
in improving services for the parties in Blitar Religious Courts by showing good
service quality, effective implementation, and there are innovations such as the
creation of identity cards for the parties and evaluation of service satisfaction with
emoticons
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu atau lebih dikenal dengan
sebutan SAPM merupakan salah satu program yang dirancang oleh Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) untuk mewujudkan visi dan
misi Dirjen Badilag. SAPM lahir sebagai bentuk komitmen Dirjen Badilag
dalam mengembangkan kualitas pengadilan agama. Melalui program tersebut,
Dirjen Badilag akan menstandarisasi serta meningkatkan kinerja setiap unit
yang ada di pengadilan agama sehingga akan terbentuk pelayanan prima
kepada para pencari keadilan di lingkungan peradilan agama. Adapun visi
Dirjen Badilag yaitu mewujudkan badan peradilan agama yang agung di semua
jenjang peradilan, baik dari pengadilan agama/mahkamah syari‘ah tingkat
pertama sampai pengadilan tinggi agama. Agar visi tersebut dapat tercapai

dengan baik, maka Dirjen Badilag menetapkan empat misi, yakni



mengembangkan tingkat profesionalitas para pegawai peradilan agama;
membentuk sistem peradilan agama yang dapat berkembang sesuai dengan
perkembangan zaman; mengembangkan kemudahan bagi para pihak
berperkara dalam mengakses pelayanan peradilan secara maksimal; dan
mengembangkan tingkat kepercayaan, tanggung jawab, dan keterbukaan badan
peradilan kepada masyarakat.*

SAPM pertama kali disosialisasikan pada pertengahan tahun 2017.
Dasar pelaksanaan sosialisasi tersebut melalui surat edaran dari Dirjen Badilag
Nomor 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi
Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah pada tanggal 27
Juli 2017. Kemudian pelaksanaan dari SAPM baru dilakukan pada tahun 2018
di seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Indonesia. Sebelum
program SAPM diberlakukan, memungkinkan pemberian layanan dapat
menghabiskan waktu yang lama sehingga pemberian layananan belum dapat
dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya pembakuan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemberian layananan di setiap unit
yang berada di pengadilan agama serta belum adanya langkah-langkah yang
tepat dalam mengatasi kendala-kendala selama pemberian layanan tersebut.
SAPM dilakukan dengan memberi penilaian terhadap beberapa bidang yang
berpengaruh dalam peningkatan serta pengembangan kualitas pengadilan

agama. Penilaian SAPM tersebut meliputi lima bidang atau bab, yaitu

!Hirpan Hilmi, “Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama, 11 Maret 2014, diakses 23  November 2019,
https://badilag.mahkamahagung.go.id/visi-dan-misi/profil-ditjen-badilag-1/visi-dan-misi.


https://badilag.mahkamahagung.go.id/visi-dan-misi/profil-ditjen-badilag-1/visi-dan-misi

Manajemen, Kepaniteraan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Program
Prioritas. Kelima hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap bagaimana
peningkatan mutu pelayanan pengadilan kepada para pencari keadilan,
khususnya di Pengadilan Agama Blitar.

Pengadilan Agama Blitar merupakan pengadilan agama tingkat
pertama kelas IA yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol 42 Kota Blitar.
Pengadilan ini memiliki wilayah yuridiksi yang mencakup wilayah kota dan
kabupaten Blitar. Tercatat pada tahun 2019, Pengadilan Agama Blitar telah
memutus sebanyak 5.018 perkara. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya,
yaitu pada tahun 2017, Pengadilan Agama Blitar telah memutus sebanyak
4.915 perkara dan 4.750 perkara pada tahun 2018.? Banyaknya jumlah perkara
yang diputus, menempatkan Pengadilan Agama Blitar sebagai Pengadilan
Agama penyandang kelas 1A.

Pada dasarnya, pengklasifikasian Pengadilan Agama dibagi menjadi
tiga kelas, dari bawah ke atas, yaitu kelas Il, IB dan 1A. Hal ini sesuai dengan
Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan
Tingkat Banding®. Pengklasifikasian tersebut dilakukan berdasarkan pada tiga
hal, yaitu jumlah perkara, lokasi, dan sejarah pengadilan tersebut terbentuk.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa banyaknya jumlah perkara pada suatu

2 Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, “Satistik Perkara,” Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Pengadilan Agama Blitar, diakses pada 23 November 2019, http://sipp.pa-
blitar.go.id/statistik_perkara.

% Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum
Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding; Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1339.


http://sipp.pa-blitar.go.id/statistik_perkara
http://sipp.pa-blitar.go.id/statistik_perkara

pengadilan bukan menjadi tolak ukur klasifikasi. Sebuah Pengadilan Agama
yang berkedudukan di lokasi yang strategis seperti ibu kota provinsi, meskipun
memiliki jumlah perkaranya sedikit, dapat diklasifikasikan sebagai Pengadilan
Agama Kelas | A*

Banyaknya perkara yang masuk atau diputus pada suatu pengadilan
perlu diimbangi dengan terdapatnya peningkatan pelayanan pengadilan.
Panitera sebagai pihak yang bertugas dalam mengelola segala bentuk urusan
yang terkait dengan perkara di sebuah pengadilan tentunya harus
memperhatikan hal terebut. Meskipun pada dasarnya tugas dan fungsi Panitera
telah termuat di dalam Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Dengan hadirnya
progam SAPM pada tahun 2017 tentunya akan berimbas kepada pelaksanaan
tugas dan fungsi Panitera.

Peningkatan kualitas dalam pelayanan masyarakat tentunya juga sangat
perlu diperhatikan mengingat Pengadilan Agama merupakan tempat di mana
masyarakat memperjuangkan haknya untuk mendapat keadilan sebagai
semestinya. Pelayanan yang baik dan bermutu tentunya akan menciptakan rasa
kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan dalam memutus setiap
permasalahan mereka. Dengan hadirnya SAPM, akan diketahui apakah
program tersebut hanya bersifat dokumentasi atau benar-benar menimbulkan

manfaat bagi para pihak yang berperkara di pengadilan tersebut.

4 Hermansyah, “Setelah Naik Kelas, Apa Lagi?,” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 20
Februari 2017, diakses 23 November 2019, https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-
badilag/seputar-ditjen-badilag/setelah-naik-kelas-apa-lagi



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Panitera menjalankan tugasnya setelah terdapat program
Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana efektivitas Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dalam
meningkatkan pelayanan bagi para pihak berperkara di Pengadilan Agama

Blitar?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menjelaskan bagaimana Panitera menjalankan tugasnya setelah
terdapat program setelah terdapat program Sertifikasi Akreditasi
Penjaminan Mutu (SAPM) di Pengadilan Agama Blitar.
2. Untuk menjelaskan pengaruh Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu
(SAPM) dalam meningkatkan pelayanan kepada pihak berperkara di

Pengadilan Agama Blitar.

D. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan
wawasan pengetahuan dan manfaat baik bagi pembaca maupun pihak terkait
dengan pelaksanaan SAPM di pengadilan agama, khususnya di Pengadilan
Agama Blitar. Dalam hal ini peneliti membagi manfaat penelitian menjadi dua

kategori sebagai berikut:



1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan
wawasan pengetahuan di bidang hukum, khususnya tentang efektifitas SAPM
dalam meningkatkan pelayanan bagi para pihak berperkara di Pengadilan
Agama Blitar. Sehingga dapat dijadikan rujukan dan pembanding bagi peneliti
selanjutnya.
2. Secara Praktis
a. Bagi Pengadilan Agama Blitar
Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
masukan dalam memaksimalkan program SAPM sebagai salah satu wadah
dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan di Pengadilan Agama Blitar.
b. Bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag)
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi mengenai
permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pelaksaan SAPM dan
masukan untuk terus mengembangkan program SAPM dan menciptakan
program-program lain yang dapat memajukan Kkinerja dan pelayanan

semua peradilan di lingkungan peradilan agama.

E. Definisi Operasional
Sebagai uapaya dalam mempermudah pemahaman terhadap penelitian
tentang efektivitas SAPM dalam meningkatkan pelayanan bagi pihak
berperkara di Pengadilan Agama Blitar, maka perlu dipertegas kembali

beberapa pengertian berikut.



1. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam memenuhi suatu tujuan yang
berupa peningkatan pelayanan Pengadilan Agama Blitar setelah program
SAPM diterapkan.

2. SAPM adalah singkatan dari Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu yang
merupakan salah satu program dari Dirjen Badilag dalam meningkatkan
kinerja dan pelayanan di pengadilan Agama.

3. Pelayanan adalah jasa yang diberikan untuk melengkapi suatu kebutuhan
seseorang. Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pelayanan
kepada pihak berperkara yang terkait dengan tugas dan fungsi Panitera.

4. Pihak Berperkara adalah setiap orang yang beracara di Pengadilan Agama
Blitar dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukumnya.

5. Pengadilan Agama adalah badan peradilan yang berada dalam pengawasan
Mahkamah Agung yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus
permasalahan terkait dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf,

infaq, shadagah dan ekonomi syari’ah.

F. Sistematika Penulisan
Peneliti menyusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 bab
yang lain saling berkaitan sebagai berikut:
1) Bab I Pendahuluan
Bab ini terdiri dari enam subbab, yaitu latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan

sistematika penulisan itu sendiri. Di dalam latar belakang, memuat



2)

penjelasan tentang bagaimana gambaran umum yang dan kegelisahan
penulis tentang efektifitas Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dalam
meningkatkan pelayanan di Pengadilan Agama Blitar. Berdasarkan hal
tersebut, kemudian peniliti menetapkan rumusan masalah sebagai
pembahasan dalam penelitian ini. Setelah itu menjelaskan tentang tujuan
penelitian dan manfaat penelitian. Hal ini dilakukan agar dalam penelitian
ini peniliti dapat menunjukkan tujuan penelitian ini dan menjelaskan apa
timbal balik dari penelitian yang peneliti lakukan. Dengan terdapat hal
tersebut, maka pembaca akan mengetahui tujuan dan manfaat secara
teoritis maupun praktis dari penelitian yang dilakukan penulis. Kemudian
sistematika pembahasan, hal ini berguna agar peneliti mengetahui secara
jelas tentang sistematika yang akan dibahas dalam penulisannya.
Bab Il Tinjauan Pustaka

Melalui penelitian terdahulu, peneliti menampilkan penelitian yang
telah dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi
atau jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal
ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari masalah plagiasi atau
duplikasi. Melalui hal tersebut, peneliti juga akan menjelaskan perbedaan
dengan penelitian-penelitian terdahulu sehingga hal ini akan menjadi bukti
bahwa penelitian yang peneliti lakukan benar-benar belum dilakukan
sebelumnya.

Sedangkan Tinjauan pustaka berisi pemaparan teori dan konsep

yang akan peneliti gunakan sebagai alat analisis permasalahan dalam



3)

4)

penelitian ini. teori dan konsep tersebut dipergunakan untuk menganalisa
masalah pada penelitian ini yaitu tentang Efektivitas SAPM dalam
meningkatkan pelayanan di Pengadilan Agama Blitar. Oleh karena itu,
teori atau konsep tersebut harus berkaitan dengan masalah yang sedang
diteliti pada penelitian ini.
Bab 11l Metode Penelitian.

Penentuan tentang jenis dan pendekatan penelitian bertujuan untuk
mespesifikasi penelitian sehingga penelitian memiliki arah yang jelas.
Selanjutnya lokasi penelitian berisi tentang penjelasan tentang tempat
penelitian dan alasan pemilihan tempat tersebut. Jenis dan sumber data
akan berisi paparan mengenai apasaja yang menjadi sumber data yang
diperlukan dalam penelitian ini, yang terklasifikasi menjadi primer dan
skunder. Kemudian penjelasan tentang alat-alat atau bagaimana peneliti
menggali informasi terkain fokus penelitian terdapat pada metode
pengumpulan data. Sedangkan metode pengolahan data berisi tentang
langkah-langkah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini berisi
analisis dari permasalahan pada penelitian ini, yaitu efektivitas SAPM
dalam meningkatkan pelayanan Pengadilan Agama Blitar. Hasil penelitian
yang terkumpul melalui data primer maupun data sekunder akan dianalisis

untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu bagaimana



5)

10

pelaksanaan SAPM di Pengadilan Agama Blitar dan bagaimana pengaruh
SAPM dalam meningkatkan pelayanan di Pengadilan Agama
Bab V Penutup

Bab ini terbagi menjadi dua subbab, yaitu kesimpulan dan saran.
Di dalam kesimpulan, peneliti memaparkan jawaban singkat atas rumusan
masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil penelitian. Sedangkan
saran berisi pesan kepada Dirjen Badilag dan Pengadilan Agama Blitar.
Hal ini bermaksud untuk memberi masukan kepada pihak yang memiliki
wewenang dalam pelaksanaan program SAPM sesuai dengan hasil
penelitian guna memaksimalkan kinerja mereka dalam meningkatkan

pelayanan di pengadilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Blitar.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran peneliti terhadap karya ilmiah atau penelitian terdahulu
yang terkait dengan penelitian ini terdapat pada subbab ini. Hal sangat penting guna
menunjukkan keorisinalitas atau keunikan penelitian ini dengan menjabarkan
perbedaan dengan penelitian yang sudah dikaji. Adapun penelitian tersebut sebagai
berikut:
1. Penelitian Ahmad Mathar

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mathar, Mahasiswa Universitas
Islam Negeri Alaudin Makassar (Skripsi tahun 2015) dengan judul “Pandangan
Para Pihak Terhadap Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Perkara di
Pengadilan Agama Sungguminasa.” Mengkaji tentang bagaimana pelayanan dan
pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa dari

perspektif para pihak yang beperkara di pengadilan tersebut. Pengelolaan perkara

11
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di Pengadilan Sungguminasa berjalan dengan baik, namun dirasa belum maksimal
karena kekurangan sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu, para pihak
berperkara menginginkan beberapa peningkatan dan perbaikan pelayanan seperti:
pengaturan antrean dengan nomor; peningkatan pelayanan penerimaan perkara, dan
keefektivitasan penerimaan perkara.®

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian Ahmad Mathar
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini ada sisi persamaan
yaitu dari pelayanan pengadilan agama, sedangkan sisi perbedaannya terletak

pada hal yang memengaruhinya, yaitu program SAPM.

2. Penelitian Eva Fitiyanah

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Fitriyanah, Mahasiswa Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi tahun 2018) dengan judul “Pelayanan
Perkara Prodeo di Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus
di Pengadilan Agama Kelas [A Tanjung Karang Tahun 2017 Mengkaji tentang
pelayanan perkara prodeo ditinjau dari hukum Islam. Prosedur pelayanan prodeo
pada Pengadilan Agama Tanjung Karang dinilai sudah berjalan sesuai dengan
ketentuan yang tercantum pada Pertauran Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1,
namun terdapat beberapa kendala pada pendanaan dan terbatasnya kuota layanan
tersebut sehingga tidak semua kebutuhan hukum bagi masyarakat miskin dapat

terpenuhi. Sedangkan jika ditinjau dalam hukum Islam, maka layanan tersebut telah

5 Ahmad Mathar, “Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi
Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri
Alaudin Makassar, 2015), http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10776/
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sesuai dengan hukum Islam karena bertujuan untuk mewujudkan persamaan hak
dan keadilan di hadapan hukum.®

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian Eva Fitriyanah
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti kali ini ada sisi persamaan
yaitu dari mengkaji pelayanan yang ada pada pengadilan agama, sedangkan sisi

perbedaannya terletak pada jenis pelayanan yang dikaji, yaitu pelayanan prodeo

3. Penelitian Niska Shofia, Lilia Sinta W, dan Putri Kusuma A

Penelitian yang dilakukan oleh Niska Shofia, Lilia Sinta W, dan Putri
Kusuma A, Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri (Jurnal tahun 2017)
dengan judul “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Pendekatan Logika Fuzzy.” Mengkaji
tentang tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan di Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri. Pelayanan tersebut berupa pelayanan yang diberikan
oleh petugas Meja Informasi. Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian
dianalisis dengan pendekatan logika fuzzy menunjukkan bahwa penilaian para
pencari keadilan terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah
memenuhi harapan dan kebutuhan mereka.’

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian Niska Shofia, Lilia

Sinta W, dan Putri Kusuma A dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti

® Eva Fitriyanah, “Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam:
Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2017,” (Undergraduate thesis,
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), http://repository.radenintan.ac.id/3735/
"Niska Shofia, Lilia Sinta W, dan Putri Kusuma A, “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap
Kualitas Pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Pendekatan Logika Fuzzy.” Jurnal
Matematika dan Pendidikan Matematika, 2, (September 2017), 126-127
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kali ini ada sisi persamaan yaitu dari mengkaji pelayanan yang ada pada pengadilan
agama, sedangkan sisi perbedaannya yaitu penelitian tersebut menilai kualitas
pelayanan Petugas Informasi sedangkan Peneliti lebih menitikberatkan kepada

perubahan apa yang terjadi setelah program SAPM diterapkan.

4. Penelitian Rizki Hegia Sampurna dan Irni Yuliani

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Hegia Sampurna dan Irni Yuliani,
Dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan Pegawai
Kantor Pengadilan Agama Kota Sukabumi (Jurnal tahun 2017) dengan judul
“Kualitas Pelayanan Perkara Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kota
Sukabumi.” Indikator penilaian kualitas pelayanan pada penelitian ini mengacu
kepada lima hal, yaitu pelayanan berwujud (tangible), kehandalan (reliability),
ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empaty). Dari
hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayananan perkara perceraian di Pengadilan
Agama Sukabumi sudah berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa hal yang
perlu diperbaiki seperti peningkatan sarana prasarana dan lebih ramah dalam
memberikan pelayanan.®

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian Rizki Hegia Sampurna
dan Irni Yuliani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti kali ini ada
sisi persamaan Yyaitu dari mengkaji pelayanan yang ada pada pengadilan agama,

sedangkan sisi perbedaannya yaitu penelitian tersebut menilai kualitas pelayanan

8 Rizki Hegia Sampurna dan Irni Yuliani, “Kualitas Pelayanan Perkara Perceraian di Kantor
Pengadilan Agama Kota Sukabumi,”Jurnal Adhum, 1, (Januari 2017), 63-64.
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perkara perceraian sedangkan Peneliti lebih menitikberatkan kepada perubahan apa

yang terjadi setelah program SAPM diterapkan.

Tabel 1.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

NO | PENELITI | JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN
1 Ahmad Pandangan Mengkaji tentang Penelitian ini
Mathar Para Pihak pelayanan mengkaji pandangan
Terhadap pengadilan agama | para pihak
Pelayanan dan sedangkankan
Pengelolaan Peneliti mengkaji
Administrasi tentang
Perkara di keefektivitasan
Pengadilan SAPM
Agama
Sungguminasa
2 Eva Pelayanan Mengkaji tentang Penelitian ini
Fitriyanah | Perkara pelayanan mengkaji pelayanan
Prodeo di pengadilan agama | berupa prodeo
Pengadilan
Agama dalam
Perspektif
Hukum Islam:
Studi Kasus di
Pengadilan
Agama Kelas
IA Tanjung
Karang Tahun
2017
3 Niska Analisis Mengkaji tentang Penelitian ini
Shofia, Kepuasan pelayanan menilai kualitas
Lilia Sinta | Masyarakat pengadilan agama | pelayanan  petugas
W, dan Terhadap meja informasi
Putri Kualitas sedangkan Peneliti
Kusuma A | Pelayanan lebih
Pengadilan menitikberatkan
Agama kepada perubahan
Kabupaten apa Yyang terjadi
Kediri dengan setelah program
Pendekatan SAPM diterapkan.
Logika Fuzzy
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4 Rizki Kualitas Mengkaji tentang Penelitian ini
Hegia Pelayanan pelayanan menilai kualitas
Sampurna | Perkara pengadilan agama | pelayanan  perkara
dan Irni Perceraian di perceraian
Yuliani Kantor sedangkan Peneliti

Pengadilan lebih

Agama Kota menitikberatkan

Sukabumi kepada perubahan
apa vyang terjadi
setelah program
SAPM diterapkan.

Berdasarkan penjabaran mengenai persamaan dan perbedaan dengan
penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian tersebut memiliki perbedaan
dengan penelitian yang akan diteliti. Selain itu, penelitian terdahulu yang telah
dicantumkan hanya akan dijadikan pengukur keistimewaan penelitian yang akan

peneliti lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

B. Kajian Pustaka
1. Teori Efektivitas

Secara bahasa, kata efektivitas berasal dari kata effective yang memiliki arti
sesuatu yang dilakukan dengan baik; memiliki efek (akibatnya pengaruhnya,
kesannya); berhasil; dan hal mulai berlakunya (tentang perundang-undangan)®.
Sedangkan secara istilah, efektivitas yaitu perbandingan setimpal antara hasil yang

dicapai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

® Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284
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Menurut Sedarmayanti, efektivitas adalah suatu tolak ukur yang dapat
memberikan visual mengenai tingkat keberhasilan target yang sudah tercapai®.
Kemudian menurut Subagyo, efektivitas merupakan keserasian antara keluaran
(output) dengan sasaran yang ditetapkan!!. Sedangkan menurut Emerson,
efektivitas adalah tingkat tercapainya sebuah tujuan atau sasaran yang telah
ditetapkan sebelumnya'?. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat dikatakan
bahwa efektivitas merupakan tolak ukur dalam mencapai tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya.

Suatu hal dapat dikatakan efektivitas jika memenuhi indikator tertentu. Hal
tersebut akan dijadikan acuan untuk menentukan sebuah keefektivitasan. Menurut
Sutrisno, dalam mengukur suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif,
maka perlu terdapat indikator berikut:*3
a. Pengenalan Program
b. Ketepatan Sasaran Program
c. Ketepatan Waktu Pelaksanaan
d. Keberhasilan Tujuan

e. Terdapat Perubahan

10 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Profuktivitas Kerja, (Bandung: Mandar
Maju, 2006), 61.

1 Ahmad Wito Subagyo, Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan, (Yogyakarta: UGM, 2000), 52.

12 Spoewarno Handayaningrat, Pengantar Studi IImu Administrasi dan Manajemen, ( Jakarta: Toko
Gunung Agung, 2006), 34.

13 Edy Sutrisno, Budaya Organisasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), 125-126
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Subagyo menyebutkan indikator yang dapat digunakan untuk dijadikan
tolak ukur efektivitas adalah sebagai berikut:!*
a. Ketepatan sasaran program
Hal ini memiliki arti sejauh mana ketepatan dalam menentukan peserta
program sehingga program tersebut dapat dimaksimalkan oleh peserta.
Menurut Makmur®®, Penentuan sasaran yang tepat, baik yang ditetapkan secara
indvidu maupun secara kelompok (organisasi) sangat menentukan tingkat
keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika
sasaran yang ditetapkan itu tidak tepat maka akan menghalangi pelaksanaan
program tersebut, sehingga tujuan dari diadakannya program tersebut menjadi
sulit tercapai.
b. Sosialisasi program
Sosialsiasi program yaitu kopetensi penyelenggara dalam melakukan
pengenalan program tersebut sehingga informasi mengenai bagaimana sasaran,
pelaksanaan, dan tujuan program dapat tersampaikan dengan baik kepada
peserta sasaran program pada khususnya. Melakukan pengenalan merupakan
tahap pertama yang perlu dilakukan agar mendapatkan hasil sesuai harapan.
Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan sebuah informasi dari awal
dapat dipergunakan dalam meningkatkan pemahaman bagi orang yang
menerima informasi tersebut, sehingga melakukan persiapan yang lebih

matang lagi.

14 Ni Wayan Budiani, “Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka
Taruna Bhakti”. Jurnal Ekonomi dan Sosial, 2, (2007), 53.

15 Syarif Makmur, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi: Kajian
Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 8.
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Tujuan program

Tujuan program dalam hal ini diartikan sebagai sejauh mana keserasian
atau keberhasilan antara hasil program dengan tujuan program yang telah
ditetapkan sebelumnya. Menurut Duncan®® tujuan program merupakan
keseluruhan upaya yang harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh sebab itu,
agar pencapaian tujuan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, maka
diperlukan penjenjangan, baik dalam hal pencapaian bagian-bagiannya
maupun dalam arti waktu pelaksanaannya. Sehingga dari terdapat hal tersebut,
untuk mencapai tujuan maka diperlukan beberapa indikator yaitu: waktu
(proses) dan sasaran.
Pemantauan program

Pemantauan program vyaitu aktivitas yang dilakukan setelah program
tersebut dilaksanakan. Hal inisebagai bentuk pengawasan dan perhatian kepada
peserta program akan pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya menurut
Winardil’, pengawasan meliputi mengecek dan membandingkan hasil yang
dicapai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan hasil yang
ternyata menyimpang dari standar yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan
tindakan evaluasi sebagai langkah perbaikan. Selanjutnya menurut Bohari?8,
pengawasan merupakan suatu pemeriksaan dan pengontrolan dari pihak yang
berwenang kepada pihak yang berada dalam pengawasannya. Kemudian

Siagian menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari

16 M. Richard Streers, Efektivitas Organisasi, (Jakarta: Erlangga, 1985), 53
17 Winardi, Asas-Asas Manajemen, (Bandung: Mandar Maju, 2010), 7.
18 Bohari. Pengawasan Keuangan Negara. (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), 3.
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pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya®®.

2. Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)
Standar SAPM merupakan Kriteria yang harus dipenuhi oleh pengadilan
agama agar dapat memenuhi penilaian. Hal tersebut meliputi:
a. Manajemen
Hal yang perlu diperhatikan agar dapat memenuhi standar SAPM yaitu:
Pemahaman Organisasi dan Konteksnya; Kepemimpinan dan Komitmen;
Perencanaan; Dukungan; Informasi Terdokumentasi; Asesmen Internal;
Tinjauan Manajemen; Evaluasi Kepuasan Para Pihak Berperkara terhadap
Pelayanan Pengadilan; Kendala dan Tindakan Korektif; dan Pengendalian
Produk Tidak Sesuai.?
b. Kesekretariatan
Hal yang perlu diperhatikan agar dapat memenuhi standar SAPM yaitu:
Susunan Pegawai Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah:  Orientasi
Pegawai dan Komunikasi; Penghargaan Pegawai; Pengembangan Pegawai
Pengelolaan Pegawai; Penilaian Pegawai dan Pendelegasian Wewenang;
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Pelaksanaan Anggaran;

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran; dan Penyusunan Laporan

19 M. Victor Situmorang dan Jusuf Juhur, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan
Aparatur Pemerintah. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 19.

20 Komite Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu. Pedoman Standar Sertifikasi Akreditasi
Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah. (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama, 2018), 1.
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(Laporan e-Money dan Laporan Tahunan); dan Pengelolaan Teknologi
Informasi.?
c. Kepaniteraan
1) Layanan Informasi
Layanan informasi harus memenuhi hal berikut: terdapat tahapan
terstruktur tentang pemberian layanan informasi; terdapat penentuan
mengenai macam layanan informasi yang akan diberikan; terdapat
penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi; Terdapat
persyaratan pengajuan dan tanggapan atas keberatan yang diajukan; adaya
pelaporan, pengawasan, serta perbaikan layanan informasi atas keluhan
yang ada.??
2) Layanan Posbakum
Layanan ini harus memenuhi hal berikut: Terdapat tahapan
terstruktur tentang pemberian layananan posbakum; Terdapat penentuan
mengenai sarana dan prasarana yang dapat mendukung layanan
posbakum; Terdapat penentuan mengenai pihak pemberi jasa bantuan
hukum; Terdapat penentuan spesifikasi jenis layanan bantuan hukum;
adaya pelaporan, pengawasan, serta perbaikan layanan oleh pemberi

layanan hukum.?

21 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 13.
22 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 34-36.
23 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 36-39.
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3) Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan
Layanan ini harus memenuhi hal berikut: Terdapat tahapan
terstruktur tentang pemberian layanan sidang di luar gedung; Terdapat
penentuan bagaimana alur kegiatan sidang di luar area pengadilan;
Terdapat pemeriksaan ulang mengenai jumlah perkara yang akan
disidangkan; Terdapat penyelenggaraan sidang di luar pengadilan;
Terdapat bentuk laporan mengenai penyelenggaraan persidangan diluar
pengadilan.?
4) Layanan Penerimaan Perkara
Layanan ini harus memenuhi hal berikut: Terdapat tahapan
terstruktur tentang alur penerimaan perkara; Terdapat dokumen penetapan
mengenai petugas penerimaan perkara; Terdapat penentuan mengenai nilai
panjar biaya perkara; Terdapat perkiraan mengenai panjar biaya perkara;
Terdapat pengajuan perkara yang telah memenuhi persyaratan.?
5) Layanan Sidang Terpadu
Layanan ini harus memenuhi hal berikut: Terdapat tahapan
terstruktur tentang pemberian layanan sidang terpadu; Terdapat penetapan
penyelenggaraan sidang terpadu; Terdapat pihak yang mendaftarkan
perkara untuk diproses dalam sidang terpadu: Terdapat penyelenggaraan
sidang terpadu: Terdapat bentuk laporan penyelenggaraan sidang

terpadu.?

24 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 39.
25 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 40.
26 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 41.
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6) Layanan Mediasi
Layanan ini harus memenuhi hal berikut: Terdapat tahapan
terstruktur bagaimana pelayanan mediasi; Terdapat petunjuk tentang
identitas mediator di Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah; Terdapat
alur yang tepat dalam pemanggilan para pihak; Terdapat para pihak yang
telah terdaftar dalam upaya mediasi; Terdapat pemberitahuan kepada para
pihak mengenai bagaimana penyelenggaraan proses mediasi; Terdapat
alur penentuan mediator oleh para pihak berperkara atau Majelis Hakim;
Terdapat bentuk dokumentasi dari penyelenggaraan mediasi; Terdapat
pemberitahuan mengenai kesimpulan dari upaya Mediasi.?’
7) Layanan Pemeriksaan Setempat
Layanan ini harus memenuhi hal berikut: Terdapat tahapan
terstruktur tentang pemberian layanan pemeriksaan setempat; Terdapat
takaran penetapan besarnya biaya pemeriksaan setempat; Terdapat
perkiraan besarnya biaya pemeriksaan setempat; Terdapat intruksi
mengenai penambahan panjar biaya perkara; Terdapat pemenuhan atas
pembayaran tambah panjar; Terdapat dasar yang jelas untuk
penyelenggaraan pemeriksaan setempat; Terdapat hasil penyelenggaraan

setempat.?®

27 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 51-52.
28 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 54-55.
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8) Layanan Permohonan Sita Jaminan
Layanan ini harus memenuhi hal berikut: Terdapat tahapan
terstruktur tentang pemberian layanan sita jaminan; Terdapat pengajuan
sita jaminan yang dimohonkan dalam surat gugatan; Terdapat penentuan
takaran biaya sita jaminan; Terdapat pelunasan atas panjar biaya sita
jaminan; Terdapat penerimaan atau penundaan atau penolakan atas
permohonan sita jaminan; Terdapat pendaftaran sita jaminan; Terdapat
pengumuman tentang penyelenggaraan sita jaminan; Terdapat

penyelenggaraan atas sita jaminan?®

9) Layanan Pemberitahuan Isi Putusan
Layanan ini harus memenuhi hal berikut: Terdapat tahapan
terstruktur tentang bagaimana tata cara pengumuman isi putusan; Terdapat
pihak  Dberperkara yang absen Kketika pengucapan putusan
diberlangsungkan; Terdapat intruksi atas ppengumuman isi putusan
kepada para pihak berperkara; Terdapat penetapan biaya atas
pemberitahuan isi putusan; Terdapat penyelenggaraan atas pemberitahuan
isi putusan; Terdapat pemberian surat penggilan atas pemberitahuan isi
putusan kepada Panitera Muda; Terdapat penulisan tentang isi putusan

yang sudah diberitahukan kepada para pihak berperkara.*

29 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 56-58.
30 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 61.



25

10) Layanan Pengelolaan Uang Sisa Panjar
Layanan ini harus memenuhi hal berikut: Terdapat tahapan
terstruktur tentang bagaimana memanajemen uang sisa panjar; Terdapat
informasi mengenai perkara yang sudah putus; Terdapat urain jelas tentang
pemakaian panjar biaya perkara; Terdapat pengumuman sisa panjar biaya
perkara yang harus dikembalikan kepada pihak berperkara; Terdapat sisa
panjar biaya perkara yang dikembalikan; Terdapat pembukuan atas
pemeriksaan sisa panjar biaya perkara; Terdapat sisa panjar biaya perkara
yang belum diambil oleh pihak berperkara lebih dari 6 bulan; Terdapat
pelimpahan atas sisa panjar yang lebih dari 6 bulan kepada Bendahara
penerima; dan Terdapat pengembalian atas sisa panjang biaya perkara.>!
11) Layanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak
Layanan ini harus memenuhi hal berikut: Terdapat tahapan
terstruktur tentang pemberian layanan penyerahan salinan putusan pertama
kepada para pihak; Terdapat daftar perkara yang sudah diputus; Terdapat
pemberian salinan putusan kepada para pihak berperkara; dan Terdapat
pembukuan atas pemberitahuan salinan putusan.®2
12) Layanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah
Layanan ini harus memenuhi hal berikut: Terdapat tahapan
terstruktur tentang pemberian layanan pengembalian kutipan akta nikah;

Terdapat pengumuman rujuk dari Kantor Urusan Agama stempat;

31 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 62-63.
32 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 63-64.
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Terdapat permohonan mengenai pengambilan buku kutipan akta nikah;
Terdapat pemberian kutipan akta nikah; Terdapat pembukuan atas
pemberian buku kutipan akta nikah.*
13) Layanan lkrar Talak

Layanan ini harus memenuhi hal berikut: Terdapat tahapan
terstruktur tentang pemberian layanan ikrar talak; Terdapat perkara cerai
talak yang telah inkrah; Terdapat penentuan Majelis hakim di Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP); Terdapat penentua Panitera
Pengganti di dalam SIPP; Terdapat penentuan atas Jurusita atau Jurusita
Pengganti di dalam SIPP; Terdapat penentuan jadwal sidang ikrar talak;
Terdapat intruksi pemanggilan para pihak berperkara untuk pelaksanaan
sidang ikrar talak; Terdapat peyelenggaraan atas pemanggilan sidang ikrar
talak; dan Terdapat pembukuan atas ikrar talak.>*

14) Layanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai

Layanan ini harus memenuhi hal berikut: Terdapat tahapan
terstruktur tentang pemberian layanan penerbitan dan penyerahan akta
cerai; Terdapat putusan yang telah inkrah; Terdapat akta cerai yang telah
dicetak melalui SIPP; Terdapat permohonan dari para pihak berperkara
untuk akta cerai yang belum mengambil; Terdapat penjabaran mengenai
pembebanan biaya PNBP atas pengambilan akta cerai kepada para pihak

berperkara; Terdapat pemenuhan PNBP akta cerai oleh pihak berperkara;

33 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 64.
34 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 65.
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Terdapat pemberian akta cerai kepada pihak berperkara; Terdapat
pembukuan atas akta cerai; Terdapat bentuk laporan atas pengaturan
dokumen akta cerai.*®
15) Layanan Banding

Layanan ini harus memenuhi hal berikut: Terdapat tahapan
terstruktur tentang pemberian layanan banding; Terdapat permohonan
banding oleh pihak berperkara; Terdapat pelunasan atas panjar biaya
perkara banding oleh pihak berperkara; Terdapat pembukuan banding
pada buku register banding; Terdapat pengumuman atas pemberitahuan
banding; Terdapat memori banding; Terdapat pengumuman atas
pemberian memori banding kepada Terbanding; Terdapat kontra memori
banding; Terdapat pemngumuman atas kontra memori banding kepada
Pembanding; Terdapat pengumuman atas pemeriksaan berkas perkara
kepada Para Pihak berperkara; ada atau tidak adanya pelaksanaan
pemerikasaan berkas oleh para pihak berperkara; Terdapat pengiriman
biaya proses banding ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah
Syariah Aceh; Terdapat pengiriman bundel A dan B ke Pengadilan Tinggi
Agama atau Mahkamah Syariah Aceh.*

16) Layanan Kasasi
Layanan ini harus memenuhi hal berikut: Terdapat tahapan

terstruktur tentang pemberian layanan kasasi; Terdapat piahk yang

35 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 66.
36 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 75-77.
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mengajukan surat permohonan kasasi; Terdapat pelunasan atas panjar
biaya kasasi; Terdapat pembukuan atas perkara kasasi; Terdapat
pengumuman pemberitahuan Kasasi; Terdapat memori kasasi dari
Pemohon ke Pengadilan; Terdapat pengumuman atas Memori Kasasi
kepada termohon; Terdapat pemberian  kontra memori Kasasi dari
termohon Kasasi ke Pengadilan; Terdapat pengumuman kontra memori
upaya kasasi kepada pemohon Kasasi; Terdapat pengiriman besarnya
biaya upaya kasasi ke Mahkamah Agung; Terdapat pengiriman berkas
elektronik upaya kasasi dan pengunduhan dalam aplikasi direktori
putusan; dan Terdapat pengiriman berkas bundel A dan B ke Mahkamah

Agung.®’

d. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Agama harus memiliki fasilitas berikut ini: Gedung Kantor
Pengadilan Agama; Ruang Penyelenggaraan Persidangan; Ruang Ketua
Pengadilan Agama; Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama; Ruang Tamu
Ketua; Ruang Pertemuan Pimpinan; Ruang Panitera; Ruang Sekretaris; Ruang
Hakim Pengadilan Agama; Ruang Kepaniteraan; Ruang Kesekretariatan;
Ruang Panitera Pengganti; Ruang Jurusita atau Jurusita Pengganti; Ruang
Bendahara; Ruang Kasir; Ruang Arsip Perkara; Ruang Arsip Non Perkara;
Ruang Mediasi; Ruang Posbakum; Ruang Meja Informasi; Meja Pengaduan;

Ruang Penerima Tamu; Ruang Tunggu Layanan; Ruang Tunggu Sidang;

87 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 77-79.



29

Ruang Tunggu Kaukus dan Mediasi; Ruang Pendaftaran; Ruang Laktasi;
Ruang Perpustakaan; Ruang Komputer/Server/IT; Ruang Gudang; Musholla;

dan Ruang Pos Penjaga Keamanan.®

3. Pengertian Administrasi Peradilan Agama

Menurut bahasa, administrasi berasal dari bahasa Belanda yaitu
administratie yang berarti mengelola sesuatu. Sedangan menurut istilah,
administrasi merupakan alur penyelenggaraan seorang administratur secara teratur
dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan guna mencapai tujuan
pokok yang telah ditetapkan semula.®® Sedangkan pengertian Peradilan Agama
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara tertentu. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang
meliputi memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris,
wasiat, hibah, zakat, wakaf, infag, shadagah dan ekonomi syari’ah.*® Dari
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Administrasi Peradilan Agama adalah
suatu proses pengelolaan segala urusan yang terkait dengan pengadilan agama.

Administrasi Peradilan Agama pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu

administrasi rumah tangga pengadilan dan administrasi perkara. Administrasi

3 Komite Sertifikasi. Pedoman Standar Sertifikasi, 133.
% Ulbert Silalahi, Studi tentang llmu Administrasi, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1989). 3.
40l embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22
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rumah tangga pengadilan dikelola oleh Kesekretariatan, sedangkan administrasi
perkara dikelola oleh Kepaniteraan. Pengaturan lebih lanjut mengenai
Kesekretariatan dan Kepaniteraan diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan (Perma No. 7 Tahun 2015)

a. Kepaniteraan

Kepaniteraan merupakan apartur tata usaha negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua
Pengadilan. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera.** Kepaniteraan
memiliki tugas melakukan pengelolaan segala sesuatu yang berkaitan dengan
perkara yang ada di pengadilan.*?

Dalam menjalankan tugasnya, Panitera dibantu oleh Panitera Muda
Permohonan; Panitera Muda Gugatan; dan Panitera Muda Hukum. Panitera
Muda Permohonan memiliki tugas melaksanakan pengelolaan perkara di
bidang permohonan“®; Panitera Muda Gugatan memiliki tugas melaksanakan
pengelolaan perkara di bidang gugatan*’; dan Panitera Muda Hukum
mempunyai tugas mengadakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta

pelaporan perkara yang ada di pengadilan agama.*®

41 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532; Pasal 94 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

42 Pasal 95 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015.

43 Pasal 98 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015.

4 Pasal 100 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015.

4 Pasal 102 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015.
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Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua
Pengadilan. Kesekretariatan Pengadilan  dipimpin oleh  Sekretaris.*®
Kesekretariatan mempunyai beberapa tugas, yaitu: melakukan pengelolaan
terkait rumah tangga pengadilan, keuangan, sumber daya manusia (pegawai),
serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan.*’

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Subbagian
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; Subbagian Kepegawaian,

Organisasi, dan Tata Laksana; dan Subbagian Umum dan Keuangan*®.

Pengertian Pelayanan

Pelayanan atau yang disebut dalam bahasa Inggris dengan customer service

merupakan setiap aktivitas menawarkan sesuatu dengan tujuan memberikan

kepuasan kepada pelanggan.*® Pengertian pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) adalah suatu usaha yang bertujuan untuk membantu menyiapkan

atau mengurus apa saja yang dibutuhkan oleh orang lain. Pengertian pelayanan

menurut para tokoh yaitu:

a. Menurut Hardiyansyah, pelayanan adalah suatu cara melayani orang lain yang

berhubungan dengan jual beli atau jasa.>°

46 Pasal 308 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015.
47 Pasal 309 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
48 Pasal 311 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
49 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 22.
% Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 11.
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b. Menurut Lovelock, pelayanan adalah sesuatu yang tidak memiliki wujud,
berjangkawaktu singkat, sebentar, dapat dirasakan oleh orang tertentu.>*

c. Menurut Kotler dan Amstrong, pelayanan adalah suatu kegiatan atau manfaat
yang diberikan oleh suatu individu kepada individu lain yang pada dasarnya
tidak berwujud dan tidak memiliki kepemilikan.>?

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa pelayanan
merupakan suatu jasa atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak
lain untuk memenuhi suatu kebutuhan. Dengan ini dapat diketahui bahwa

pelayanan memiliki keterkaitan dengan hak dan kewajiban.

5. Dimensi Pelayanan Publik

Mutu pelayanan sebuah lembaga pemerintahan perlu diperhatikan karena
dalam berurusan dengan publik harus dapat memenuhi kepentingan mereka secara
tepat, sehingga akan memunculkan kepercayaan publik terhadap lembaga
pemerintahan. Semakin bermutu suatu pelayanan lembaga pemerintahan maka akan
semakin meningkat pula kepercayaan publik kepada mereka. Dengan terdapat hal
tersebut, maka lembaga pemerintahan akan hadir sesuai dengan apa yang benar-
benar dibutuhkan oleh masyarakat. Namun dalam mencapai hal tersebut tentunya
bukan merupakan perkara yang mudah. Perlu terdapat pendekatan dari pihak
lembaga pemerintahan kepada masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana

keadaan pelayanan mereka dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena

51 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan, 10.
52 Hurtasoit, Pelayanan Publik Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Magna Script Publishing, 2011), 16
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itu, seringkali ditemui lembaga pemerintahan mapun non pemerintahan yang
bergerak dibidang pelayanan melakukan survei secara periodik tertentu untuk
memantau bagaimana perkembangan pelayanan mereka.

Menurut Zeithaml, mutu dari pelayanan dapat diukur dari 5 hal, yaitu:
Pertama, Tangibles (berwujud/fisik) yaitu kemampuan suatu lembaga pemerintah
dalam menunjukkan aksistensinya kepada pihak eksternal. Kedua, Reliability
(kemahiran) yaitu kemampuan suatu lembaga pemerintah dalam memberikan
pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya. Ketiga,
Responsiveness (ketanggapan) yaitu kemampuan lembaga pemerintahan dalam
memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pihak eksternal. Keempat,
Assurance (jaminan dan kepastian) yaitu kemampuan para pegawai lembaga
pemerintah dalam menumbuhkan kepercayaan kepada pihak eksternal dengan
kesopansantunan. Kelima, Emphaty (empati) yaitu kemampuan badan pemerintah
dalam menunjukkan perhatian seksama dan pribadi kepada pihak eksternal dengan

berusaha memahami apa yang menjadi kebutuhannya.>®

%3 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan, 46.
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BAB Il1

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan. Penelitian lapangan mendorong peneliti dalam menggali
informasi atau data-data terkait penelitian untuk terjun langsung ke sumber
informasi atau data tersebut. Jika dilihat dari sifat himpunannya, jenis
penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualititif. Penelitian kualitatif
adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka mendapat pemahaman tentang
fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, presepsi,
motivasi, tindakan, dan lain-lainnya.>* Selain itu pembahasan dalam penelitian

ini disajikan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, mengacu

% Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Sripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
(Malang: Fakultas Syariah, 2019), 25.
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pada penelitian suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode alamiah.>>Adapun objek yang diambil dalam penelitian ini
yaitu mengenai efektifitas SAPM meningkatkan pelayanan kepada pihak

berperkara di Pengadilan Agama Blitar.

B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif.
Pendekatan ini menggunakan bahan hukum yang telah diperoleh baik dari
sumber primer maupun dari sumber sekunder diuraikan ke dalam bentuk
kalimat secara deskriptif bukan ke dalam bentuk angka-angka yang berupa
statistik®®. Oleh karena itu, hasil analisis dari data-data mengenai efektifitas
SAPM dalam meningkatkan pelayanan kepada pihak berperkara di Pengadilan

Agama Blitar akan disajikan secara deskriptif.

C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Blitar Kelas | A.
Pengadilan Agama Blitar berkedudukan di Jalan Imam Bonjol 42 Sananwetan,
Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Pengadilan Agama Blitar dipilih karena
merupakan pengadilan agama kelas I A dan memiliki jumlah perkara yang

tinggi dalam tiap tahunnya.

%5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.
%6 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan, 25.
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D. Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis
data, yaitu :

1. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau
fakta langsung di lapangan.®” Peneliti mendapatkan data tersebut secara
langsung dari Panitera, Petugas PTSP di Pengadilan Agama Blitar dan
Advokad yang berperkara di Pengadilan Agama Blitar

2. Data sekunder ialah data sumber data pelengkap atau pendukung dari data

primer. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat
dipergunakan dengan segera.>® Data ini dapat diperoleh melalui buku-buku
atau literatur, makalah, artikel, browsing via internet, dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini baik yang
didapat dari Pengadilan Agama Blitar atau lainnya. Adapun literatur yang
peneliti gunakan meliputi: Buku Pedoman Sertifikasi Akreditasi
Penjaminan Mutu oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik
Indonesia; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
Buku dengan judul Kualitas Pelayanan Publik karya Hardiyansyah; dan

literatur lain yang berkaitan tentang pembahasan pada penelitian ini.

57 Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT.Raja Grafindo
Cipta, 2003), 31.
%8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul-Press, 2006), 12.
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E. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh

peneliti dalam mencari informasi atau data. Pengumpulan data dilakukan untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi fokus
penelitian.>® Data harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data tersebut
harus benar adanya. Hal tersebut dapat ditingkatkan jika dalam mengambil
data itu sendiri terstrukrur sehingga menghasilkan hasil penelitian ilmiah
berdasar kepada fakta yang ada. Dalam hal ini, pengumpulan data yang
digunakan adalah:
1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara dalam pengumpulan data melalui
keterangan secara lisan mengenai suatu peristiwa tertentu. Selain itu peneliti
menggunakan teknik wawancara terencana yang mana peneliti membuat
batasan-batasan pertanyaan yang dibuat agar tidak keluar dari konteks
permasalahan yang akan didalami.®® Dalam hal ini peneliti menentukan
narasumber sebagai berikut:
a.  Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum.
b. Moh. Daroini, S.H., M.H., Panitera Muda Gugatan.
c. Drs. Taryono Reksowardoyo, SH., Panitera Muda Permohonan.
d. Hermina Rudiana, Petugas PTSP

e. Novi Huda, Pihak Berperkara

%9 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan, 26.
60 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 96.
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f. Edi Sudirman, S.H., Advokad

g. Imam Solikhin Effendi, S.H., Advokad

2. Dokumentasi.
Dokumentasi yaitu pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel
yang melalui catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang ada

hubungannya dengan SAPM dan Pelayanan di Pengadilan Agama®*.

3. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan peninjauan atau pengamatan
secara langsung, cermat, akurat, dan mencatat hal-hal atau fenomena apasaja
yang bersangkutan dengan fokus penelitian, kemudian mempertimbangkan
hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.®? Dalam hal ini Peneliti terjun
langsung di lapangan untuk mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan
pelayanan bagi pihak berperkara di Pengadilan Agama Blitar. Observasi
dilakukan oleh Peneliti selama dua hari pada tanggal 20-21 Januari 2020.
Observasi Peneliti lakukan dengan mengamati fasilitas penunjang bagi para
pihak berperkara dan proses pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) yang ada di Pengadilan Agama Blitar.

61 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), 260
62 Sperjono, Pengantar, 26i.
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F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yaitu tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti
dalam mengolah data yang sudah terkumpul sehingga akan menghasilkan data
yang valid dan siap untuk dianalisis. Adapun metode pengolahan data yang

peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan peninjauan kembali terhadap data-
data yang telah diterima mengenai pelaksanaan SAPM di Pengadilan
Agama Blitar®. Kemudian peneliti akan memilah data yang sesuai dengan
fokus pembahasan pada penelitian ini. Selanjutnya peneliti rangkum

sehingga dapat tersusun suatu data hasil penelitian yang akurat.

2. Kilasifikasi

Klasifikasi merupakan kegiatan memilah data-data yang telah
diperoleh berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini.%* Tahap awal
klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data yang didapatkan dari
wawancara, observasi, maupun dokumentasi menjadi data sejenis
berdasarkan metode pengumpulan data masing-masing. Kemudian
mengelompokkan data tersebut berdasarkan rumusan masalah. Misalnya
data-data mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera setelah terdapat

SAPM di Pengadilan Agama Blitar ditempatkan dalam rumusan masalah

83 Soerjono, Pengantar Penelitian, 264.
6 Soerjono, Pengantar Penelitian, 264.
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yang pertama. Kemudian data-data tentang efektivitas SAPM dalam
meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dikategorikan untuk
menjawab rumusan masalah kedua. Hal tersebut sebagai upaya
mempermudah dalam mengkaji pembahasan secara berurutan sesuai

dengan rumusan masalah.

3. Verifikasi
Verifikasi merupakan kegiatan meninjau ulang data-data yang
diterima dari informan untuk meminimalisir terdapat kesalahan dalam
mengumpulan data dan memperjelas kembali data-data yang masih
kabur®. Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan mencocokkan data
rekaman suara hasil wawancara, catatan hasil penelitian, menghubungi

informan kembali, dan lain sebagainya.

4. Analisis
Analisis merupakan pengelolaan hasil penelitian. Analisis
dilakukan dengan mengaitkan teori yang terdapat dalam tinjauan pustaka
dengan hasil penelitian®®. Peneliti menganalisis data hasil wawancara dan
dokumentasi tentang efektivitas SAPM dalam meningkatkan pelayanan di

Pengadilan Agama Blitar.

8 Soerjono, Pengantar Penelitian, 264.
% Soerjono, Pengantar Penelitian, 265.
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5. Kesimpulan
Kesimpulan merupakan penarikan jawaban singkat dari rumusan
masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis sehingga akan
menjadi jawaban ringkas dan padat tentang efektivitas SAPM dalam
meningkatkan pelayanan di Pengadilan Agama Blitar®”. Penyusunan
kesimpulan disusun sesuai dengan banyaknya rumusan masalah yang telah

peneliti tentukan sebelumnya.

67 Soerjono, Pengantar Penelitian, 265.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Blitar Kelas | A terletak di Jalan Imam Bonjol 42
Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Pengadilan Agama
Blitar memiliki wilayah yuridiksi di Kota dan Kabupaten Blitar. Selama tahun 2019
telah menyelesaikan sebanyak 5.018 perkara, yang terdiri dari perkara contentious
(gugatan) sebanyak 4.523 perkara, dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak
495 perkara. Pengadilan Agama Blitar didirikan sekitar setahun setelah
dikeluarkannya Staatblad 1882 Nomor 152 tentang pengakuan pemerintah kolonial
Belanda terhadap eksistensi peradilan agama di Indonesia.

Ketua Pengadilan Agama Blitar yang pertama adalah Bapak Imam Burhan
yang menjabat sampai dengan tahun 1934. Pada saat itu, kantor pengadilan masih
berada di serambi Masjid Agung Blitar. Kemudian pada tahun 1972, ketika K.H.
Muchsin menjabat sebagai Ketua Pengadilan, kantor pengadilan dipindahkan ke

sebuah rumah di kawasan Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Blitar.

42
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Rumah tersebut merupakan pemberian dari Bupati Blitar pada saat itu. Sampai

pada akhirnya pada tahun 1981, ketika K.H. Abdul Halim menjabat sebagai Ketua

Pengadilan dan Drs.H.A.A. Taufiq, S.H. sebagai wakilnya, Pengadilan Agama

Blitar dipindahkan ke Jalan Imam Bonjol 42, Blitar sampai dengan sekarang®,

B. Hasil Penelitian

1.

Pelaksanaan Tugas Panitera setelah adanya Program Sertifikasi Akreditasi
Penjaminan Mutu (SAPM)

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) merupakan program
yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Penilaian SAPM tersebut meliputi
lima bidang yaitu Manajemen, Kepaniteraan, Kesekretariatan, Sarana-
Prasarana dan Program Prioritas. Program ini juga merupakan penilaian tingkat
pertama yang harus dipenuhi oleh badan peradilan sebelum melaksanakan
penilaian selanjutnya yaitu Akreditasi Penjamin Mutu (APM) dan Zona
Intregitas. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Nur Kholis
Ahwan:

SAPM dimulai tahun 2018 setiap 1 tahun sekali, tapi tingkatannya itu

kan itu bertingkat ya, SAPM nanti ada lagi standarnya nanti menjadi

APM, ada lagi nanti ada Zona Intregitas®®

Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) diberlakukan

untuk memaksimalkan kinerja dan pelayanan di pengadilan. Tugas dan Fungsi

68 Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar
8 Nur Kholis Ahwan, Wawancara, (Blitar, 21 Januari 2020)
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Panitera dapat dilakukan secara maksimal dengan hadirnya program SAPM.
Setelah hadirnya program SAPM, pelaksanaan tugas dan fungsi SAPM dapat
dilakukan secara terorganisir dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh
program SAPM. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara sebagai berikut:

Kalau bagi Panitera itu bukan rumit ya tapi itu sudah merupakan
tugasnya saja untuk monitoring terhadap pelaksanaan SAPM pada
semua aparat pengadilan. Itu malah mendorong, memperlancar proses
pelayanan kepada masyarakat. Jadi pelayanan yang tujuannya
pelayanan kepada msayarakat yang prima itu dapat tercapai dengan
terdapat SAPM, malah enak. Memang, kalau awalnya apa yang harus
dicukupi untuk menuju SAPM itu kan harus ada dokumen-dokumen
yang harus dipenuhi, ada SOP-nya ada brosur-brosur blangko blangko
yang harus dilengkapi. Itu awalnya ya kerepotan tapi kalau udah
berjalan ya enak. Itu memang tuntutan dari negara kan, pelayanan
publik itu mau tidak mau itu harus terima. Kita mau mengedepankan
para pihak, kita melayani itu memuaskan para pihak bukan kita yang
harus dilayani namun kita yang harus melayani. Karena kita Pelayan
publikg’adi kita harus melayani sebaik-baiknya dengan pelayanan yang
prima’®.

Dengan terdapat SAPM, pekerjaan semakin terorganisir, semakin rapi,
terus semakin terstruktur, dan terus memiliki kesamaan langkah, satu
visi. Jadi contohnya berita acara sidang itu seperti ini, panggilan sidang
itu seperti ini. Berita acara persidangan atau Proses acara dalam
persidangan itu harus sesuai, tidak ada yang berbeda-beda dalam arti itu
prosedurya, prosedur itu harus sesuai dengan urutan-urutannya,
tingkatan-tingkatannya dan lain sebagainya harus sesuai dengan
prosedur yang telah ditentukan di dalam SAPM, penjaminan mutu.
Yang mana hal ini dinilai oleh Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah
Agung, akhirnya alhamdulillah Pengadilan Agama Blitar mendapatkan
sertifikasi SAPM dengan nilai A excellent. Jadi semua terkontrol,
mengontrol semua pekerjaan yang ada di Kepaniteraan, mulai dari
pendaftaran, sampai perkara putus, sampai pemberitahuan putusan,
sampai perkara itu diminutasi, sampai perkara itu dimasukkan ke dalam
box selesai’!.

® Nur Kholis Ahwan, Wawancara, (Blitar, 21 Januari 2020)
! Taryono Reksowardoyo, Wawancara, (Blitar, 14 April 2020)
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2. Efektivitas Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dalam
Meningkatkan Pelayanan bagi Para Pihak Berperkara di Pengadilan Agama
Blitar.

SAPM diberlakukan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada
para pihak. Hal ini dimulai dari pelayanan terkait tentang informasi yang ada
di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Informasi yang diberikan kepada
para pihak harus transparan dan detail. Oleh karena itu, di meja informasi harus
terdapat brosur-brosur terkait dengan kewenangan yang sesuai dengan
pengadilan Agama. Brosur tersebut seperti brosur mengenai persyaratan apa
saja dalam mengajukan perkara perceraian, warisan, itsbat nikah dan lain
sebagainya.

SAPM itu intinya kan untuk pelayanan yg prima ke para pihak, pertama

dari informasi, kita harus transparan dalam memberikan informasi dan

secara detail kepada para pihak yang ingin beracara di pengadilan,
seperti cara pengajuan surat gugatan, permohonan, persyaratan-
persyaratannya yang di PA itu kita harus mempersiapkan juga dalam
bentuk misalnya brosur yang sesuai dengan wewenang pengadilan
agama. Jadi di meja informasi itu harus ada brosur mengenai wewenang

PA itu sepertu perkawinan, perceraian, cearai talak,cerai gugat,

warisan, isbat, dispensasi kawin harus termuat dalam brosur yang

berada di meja informasi‘?.

Selain itu dalam memberikan pelayanan harus cepat dan akurat. Hal ini
harus dilakukan supaya pengadilan agama dapat memberikan pelayanan yang
menyeluruh dan benar-benar dipahami oleh para pihak yang sudah mendaftar.

Standar waktu pemberian pelayanan yang diberlakukan di Pengadilan Agama

Blitar untuk setiap pihak yang berperkara sekitar 10-15 menit.

2 Nur Kholis Ahwan, Wawancara, (Blitar, 21 Januari 2020)
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implementasinya itu kan harus sesuai dengan SOP contohnya di meja
informasi, itu informasi apa saja yang perlu diberikan dan kita harus
punya waktu berapa menit kita melayani hal tersebut. Hal ini sangat
diperlukan karena kita kan ditunggu oleh banyaknya para pihak yang
mengantre, namun hal tersebut bukan berarti kita cepet-cepetan, kita
juga harus memberikan informasi secara maksimal dan dipahami oleh
para pihak pula. Kadang kan juga ada yang mbulet gitu kan, itu harus
kita perhatikan waktunya, diingatkan sesopan mungkin dan dijelaskan,
ini pak ini kan sudah ada brosur-brosurnya, ini juga kami melayani
kepadaSmasyarakat yang lain,karena sudah mengantri maka harus kami
layani’®.

Jadi SAPM itu kan semua dinilai, makanya kita pada saat itu sampai
mendapatkan A excellent ya karena kita lembur untuk menyiapkan apa-
apa saja yang akan dinilai dan mengerjakan sesuatu yang menjadi
pokok-pokok atau prinsip-prinsip dari beracara di pengadilan. Ada satu
sama lain yang kurang pas, ya harus dicocokkan harus sama, disatukan
kesamaan visi dan satu langkah itu tadi. Dan hasil dari SAPM itu bisa
kita rasakan. Tapi ya itu, berdarah-darah, lembur, karena dibatasi
waktu, harus menyamakan langkah, semua, mulai dari daftar harus
sesuai prosedur ini, nanti ada eviden nya, ada buktinya seperti ini,
contohnya seperti ini, beberapa menit orang dilayani, dan lain
sebagainya, harus dibayar beberapa waktu, beberapa waktu
persidangannya, berapa antriannya dan lain sebagainya, sampai berapa
kecepatan dalam membuat berita acara, putusan, sampai selesai sampai
minutasi, yang sekarang sudah masuk dalam sistem SIPP, yang
sekarang dengan kecepatan one day minute one day publish, selesai.
Jadi kecepatan pekerjaan semakin meningkat.

Biasanya kalau kita itu kedatangan pemeriksa pasti ngasih jawaban 10
menit tapi kadang kalau orang informasi kan kadang masalahnya
kemana-mana kita pertama itu pasti mendengarkan dulu, kalau memang
gak penting ya kita jawab dan kita informasikan topiknya apa, beberapa
ya disesuaikam dengan situasi kondisi tapi standarnya orang kesini ya
tanya-tanya syaratnya seperti apa itu 10 menit saya kira cukup. Tapi
masalah yang lebih rumit itu apakah orang itu pengen curhat jadi iku
kan yang bikin lama. Di meja infomasi kan memang gitu mas ya, bebas
ngomong apa saja kan bebas’.

8 Nur Kholis Ahwan, Wawancara, (Blitar, 21 Januari 2020)
4 Taryono Reksowardoyo, Wawancara, (Blitar, 14 April 2020)
> Helmina Rudiana, Wawancara, (Blitar, 21 Januari 2020)
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Kemudian dalam pelaksanaan SAPM, pihak Pengadilan Agama Blitar
secara umum tidak memiliki kendala dari program SAPM itu sendiri. Namun
kendala itu ada dari pihak personil pengadilan, seperti kedisiplinan dan
ketaatan dalam mengimplementasikannya dalam tugas kerja yang sesuai
dengan SAPM. Meskipun demikian pihak pengadilan harus dapat merubah
pola kerja mereka karena mereka merupakan pelayan publik yang harus

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Kendala itu sebenarnya bukan kendala ya.. jadi itu sebuah keharusan
kita harus melengkapi harus sesuai dengan SOP, kerja keras, disiplin ya
kan.. kendalanya ya itu kedisiplinan dan juga ketaatan untuk
mengimplementasikan ke dalam tugas sehari-hari. Semua itu
tergantung personelnya juga,dari pengawasannya juga, kendalanya itu..
ya tapi itu memang sebuah keharusan, semua aparat harus mematuhi,
semua harus menyadari, harus disiplin, menegakkan dalam hal prosedur
yang sesuai dengan job tugas masing-masing, harus dilaksanakan
sesuai dengan tugas masing-masing atau job deskripsinya masing-
masing, tugas pokok atau individu aparat itu seperti apa. Jadi tugasnya
apa, berapa hari, berapa menit itu harus diperhatikan. Tapi semua itu
untuk merubah pola kerja itukan tidak mudah. Yang semula bisa
dilama-lamain ya to? Kalau dulu seperti itu to? Kenapa dibuat cepet
kalo bisa dibuat lama kan gitu dulu. Sekarang ya gak bisa jadi
kendalanya itu sebenarnya dari kita sendiri untuk mengubah pola kerja
harus memang Kkita ikuti sesuai dengan SAPM itu saja. Kalau
programnya itu sudah bagus. Bagus sekali. Jadi personel masing-
masing aja yang harus dirubah. Yang dulu bisa berinteraksi dengan para
pihak seenaknya, bisa ketemu di warung dimana ya kan dulu kan,
sekarang gak boleh. Ada etikanya juga ada kode etiknya juga nanti
kalau ketahuan bisa dilaporkan. Itu sekarang gak bisa macem-macem
sekarang’®.

Dan namanya peralihan dari model lama ke model baru otomatis
memerlukan proses, dan itu tidak mudah, ya berkat kerja keras, kita bisa
memenuhi hal tersebut dan mendapatkan hasil yang memuaskan’’.

Ya kalau dari program SAPM nya itu sendiri sudah bagus mas. Kalau
kendalanya saya rasa tidak ada untuk saat ini. Ya pada awalnya kami

6 Nur Kholis Ahwan, Wawancara, (Blitar, 21 Januari 2020)
" Taryono Reksowardoyo, Wawancara, (Blitar, 14 April 2020)
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memang merasa kebingungan soalnya PA Blitar dijadikan salah satu

pengadilan sebagai pelaksana SAPM pertama sebelum diberlakukan di

seluruh PA pada tahun 2017. kami pada saat itu memang belum tau

indikator apa saja yang harus sesuai dengan penilain SAPM’8,

Selanjutnya mengenai kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Blitar.
Akses pelayanan di Pengadilan Agama Blitar sangat mudah dan transparan.
Fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan para pihak berperkara sudah
diberikan dengan maksimal meskipun masih terdapat kekurangan yaitu tidak
terdapat ruangan khusus advokad. Kemudian dalam memberikan pelayanan
diberikan secara ramah, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan para pihak yang
berperkara.

Saya rasa cukup mas, kalau soal fasilitas, semuanya baik, bagus,

aksesnya juga mudah’®.

Pegawainya ramah mas, dan selama ini mudah dalam mengakses

layanan disini. Ya sudah lengkap dan bagus®’.

lya lengkap mas, tapi cuman belum ada ruangan buat advokad,

sebenarnya udah ada tapi seharusnya ada ruangan khusus tersendiri,

tidak gabung di depan gitu. Saya rasa itu mas®’.

Berdasarkan hasil observasi, Peneliti mengetahui bahwa pemberian
pelayanan yang dilakukan oleh petugas di Pengadilan Agama Blitar dilakukan
dengan cepat dan ramah. Selain itu mereka juga berpenampilan dengan rapi.
Ketika terdapat kejanggalan mereka dengan sigap memberikan penjelasan
kepada para pihak berperkara. Peneliti juga menemukan terdapat inovasi yang

dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Blitar dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada para pihak berupa: Pertama, menyediakan kartu identitas

8 Helmina Rusdiana, Wawancara, (Blitar, 21 Januari 2020)

9 Novi Huda, Wawancara, (Blitar, 13 Februari 2020)

8 Edi Sudirman, Wawancara, (Blitar, 13 Februari 2020)

81 Imam Sholikhin Effendi, Wawancara, (Blitar 13 Februari 2020)
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yang terdiri dari tiga macam, merah untuk pihak berperkara yang telah diputus
perkaranya, hijau untuk pihak yang sedang dalam proses persidangan, dan biru
untuk tamu administratif; Kedua, pemberian penilaian kualitas pelayanan di
Pengadilan Agama Blitar dengan menaruh gambar emoticon ke dalam kotak

kaca yang berlabel puas dan tidak puas.

C. Pembahasan
1. Pelaksanaan Tugas Panitera setelah adanya Program Sertifikasi Akreditasi
Penjaminan Mutu (SAPM)

Tugas dan fungsi Panitera pada dasarnya telah termuat di dalam Peraturan
Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.®? Tugas dan fungsi Panitera setelah
terdapat SAPM tidak terjadi perubahan atau tambahan, namun dengan hadirnya
progam SAPM pada tahun 2017 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi panitera, khususnya di Pengadilan Agama Blitar.
Pembakuan terhadap bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi panitera atau lebih
sering disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah termuat dalam
program SAPM. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas panitera
dan menghindari terdapat keberagaman dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi
oleh Panitera yang akan menghambat kinerja pengadilan agama secara keseluruhan.
Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas dan fungsi Panitera semakin terorganisir dan

terarah setelah program SAPM diterapkan.

82 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532..
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Dengan hadirnya SAPM juga menuntut Panitera dalam mengolah setiap
dokumen perkara yang ada agar sesuai dengan SOP yang telah diatur di dalam
SAPM. Terlebih lagi dengan terdapat penilaian secara periodik akan membantu
Panitera dalam meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas tersebut.
Selain itu, tingkat kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera lebih
diperhatikan lagi, seperti tidak boleh melakukan hal-hal selain apa yang ditugaskan
dan tidak diperbolehkan bertemu dengan para pihak yang berperkara. Meskipun hal
ini telah diatur di dalam kode etik Panitera, dengan terdapat penilaian SAPM secara
periodik setiap setahun sekali akan lebih menjamin akan pelaksanaan dari kode etik

tersebut.

2. Efektivitas Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dalam
Meningkatkan Pelayanan bagi Para Pihak Berperkara di Pengadilan Agama
Blitar.

a. Kualitas Pelayanan di Pengadilan Agama Blitar

Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Blitar
ditentukan dalam lima dimensi pelayanan menurut Zeithaml, yaitu:
1) Dimensi Berwujud

Dimensi berwujud yaitu kemampuan suatu lembaga pemerintah dalam
menunjukkan aksistensinya kepada pihak eksternal®. Kriteria dari dimensi ini
meliputi: penampilan petugas dalam memberikan pelayanan, kedisiplinan, dan

kenyamanan fasilitas. Pengadilan Agama Blitar merupakan pengadilan agama

8 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan, 46.
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yang memiliki wilayah yuridiksi yang mencakup wilayah kota dan kabupaten
Blitar. Pengadilan Agama Blitar selama tahun 2019 telah menerima sebanyak
4.967 perkara, yang terdiri dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 4.422
perkara, dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 545 perkara. Maka dari
itu, perlu terdapat kompetensi petugas pemberi layanan yang baik agar dapat
melayani masyarakat secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, para petugas yang memberikan pelayanan
bagi para pihak di Pengadilan Agama Blitar memiliki penampilan yang rapi
dan ramah. Kemudian dalam hal kedisiplinan, para petugas datang ke
Pengadilan Agama Blitar mulai pukul 07.30 sd. 08.00 WIB. Dalam hal
kenyamanan fasilitas, Pengadilan Agama Blitar menyediakan fasilitas
penunjang kebutuhan para pihak berperkara seperti musholla, ruang tunggu,
ruang laktasi, dan ruang advokad. Meskipun terdapat kekurangan seperti tidak
terdapat ruangan advokad yang dibangun secara khusus dan lahan parkir,
Pengadilan Agama Blitar telah memaksimalkan fasilitas yang ada untuk
meningkatkan kenyamanan para pihak ketika beracara di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan di

Pengadilan Agama Blitar secara umum sudah memenuhi dimensi berwujud.

2) Dimensi Kemahiran
Dimensi kemahiran yaitu kemampuan suatu lembaga pemerintah dalam

memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara tepat dan
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terpercaya®. Kriteria dalam dimensi ini yaitu kemampuan petugas dalam
memberikan pelayanan sebagaimana semestinya. Berdasarkan hasil penelitian,
dalam memberikan pelayanan, petugas PTSP melakukannya secara cermat dan
mengkondisikan terhadap persoalan yang dihadapi oleh para pihak. Pemberian
layanan memang dituntut dilakukan secara cepat, namun ketika membutuhkan
penjelasan lebih lanjut, petugas PTSP di Pengadilan Agama menggunakan alat
bantu berupa brosur yang berisi tentang penjelasan mengenai perkara apa saja
yang sesuai dengan wewenang Pengadilan Agama, sehingga pelayanan yang
diberikan tidak menghabiskan waktu yang lama. Selain itu, petugas di
Pengadilan Agama Blitar dalam memberikan pelayanan telah sesuai dengan
prosedur sehingga para pihak dapat menerima informasi sesuai dengan
kebutuhan mereka dengan secara jelas. Hal tersebut bertujuan untuk memberi,
menjamin serta meningkatkan kepercayaan para pihak berperkara terhadap
Pengadilan Agama Blitar. Dengan demikian, kualitas pelayanan di Pengadilan

Agama Blitar telah memenuhi dimensi kemabhiran.

3) Dimensi Ketanggapan

Dimensi ketanggapan yaitu kemampuan lembaga pemerintahan dalam
memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pihak eksternal®. Dalam
hal ini pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Blitar khususnya

pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah memberikan pelayanan

8 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan, 46.
8 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan, 46.
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dengan rata-rata 10-15 menit. Kemudian ketika terdapat pihak berperkara yang
kebingungan, mereka dengan sigap memberi petunjuk dan informasi secara
ramah dan jelas. Selain itu jika dilihat dari kinerja Pengadilan Agama Blitar
dalam memutus perkara tiap tahunnya terjadi peningkatan. Tercatat pada tahun
2017 Pengadilan Agama Blitar telah memutus sebanyak 4.915 perkara atau
83% dari 5.932 perkara®®; pada tahun 2018 memutus sebanyak 4.815 perkara
atau 86% dari 5.593 perkara®’; dan pada tahun 2019 memutus sebanyak 5.018
perkara atau 88% dari 5.705 perkara®. Dengan demikian, kualitas pelayanan

di Pengadilan Agama Blitar telah memenuhi dimensi ketanggapan.

4) Dimensi Jaminan dan Kepastian

Dimensi jaminan dan kepastian yaitu kemampuan para pegawai
lembaga pemerintah dalam menumbuhkan kepercayaan kepada pihak eksternal
dengan kesopansantunan®. Dalam hal ini produk hukum vyang telah
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar dapat dipertanggungjawabkan
karena telah ditetapkan sesuai dengan prosedur yang ada dan dibuat sesuai
dengan tugas masing-masing petugas. Selain itu di dalam PTSP terdapat
petugas khusus layanan pengaduan, jadi bagi para pihak yang memiliki keluhan

dapat berkomunikasi kepada mereka secara langsung. Dengan demikian,

8 pengadilan Agama Blitar. Laporan Tahunan Tahun 2017, (Blitar: Pengadilan Agama Blitar,
2017), 121.

87 Pengadilan Agama Blitar. Laporan Tahunan Tahun 2018, (Blitar: Pengadilan Agama Blitar,
2018), 41.

8 Pengadilan Agama Blitar. Laporan Tahunan Tahun 2019, (Blitar: Pengadilan Agama Blitar,
2019), 54.

8 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan, 46.
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kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Blitar telah memenuhi dimensi

jaminan dan kepastian.

5) Dimensi Empati

Dimensi empati yaitu kemampuan lembaga pemerintah dalam
memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada pihak eksternal
dengan berusaha memahami apa yang menjadi kebutuhan konsumen.*
Dimensi ini dapat ditunjukan dengan terdapat ketulusan pegawai dalam
memberikan pelayanan dan tidak terdapat unsur diskriminasi. Berdasarkan
hasil penelitian, petugas PTSP di Pengadilan Agama Blitar memberikan
pelayanan secara maksimal dan memberikan perhatian lebih kepada para pihak
yang kurang jelas mengenai persyaratan-persyaratan apasaja yang perlu
dipersiapkan. Kemudian semua pihak yang mendaftar di Pengadilan Agama
Blitar diberikan pelayanan secara menyeluruh dan disesuaikan dengan nomer
antrean yang telah mereka dapatkan. Dengan demikian, kualitas pelayanan di

Pengadilan Agama Blitar telah memenuhi dimensi empati.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas
pelayanan yang diberikan kepada para pihak di Pengadilan Agama Blitar telah
memenuhi kelima dimensi pelayanan. Sehingga para pihak mendapatkan

pelayanan secara maksimal dan sesuai dengan harapan mereka.

% Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan, 46.
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b. Efektivitas Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dalam
Meningkatkan Pelayanan bagi Para Pihak Berperkara.

Tolak ukur efektivitas pada penelitian ini mengacu kepada empat hal,
yaitu®:
1) Ketepatan Sasaran

Pelaksanaan program SAPM mecakup seluruh pengadilan di Indonesia
baik dari Pengadilan Umum, Militer maupun Pengadilan Agama. Adapun yang
termuat dalam SAPM adalah pembakuan pelaksanaan tugas seluruh unit di
pengadilan, baik di Kepaniteraan, Kesekretariatan maupun fasilitas yang harus
ada di Pengadilan. Dalam hal ini SAPM merupakan program yang menuntut
terdapat pelaksanaan tugas dari setiap unit-unit dan fasilitas yang ada di
pengadilan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah termuat
dalam SAPM. Dengan terdapat pemberlakuan tersebut maka produk hukum
yang keluar dari pengadilan dapat dipertanggungjawabkan dan sah menurut
hukum. Terlebih lagi, SAPM hadir sebagai bentuk komitmen Dirjen Badilag
dalam membentuk peradilan yang agung dan profesional. Selain itu
pelaksanaan SAPM sangat membantu pemaksimalan kinerja pengadilan,
khususnya di Pengadilan Agama Blitar sehingga para pencari keadilan

mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka.

%1 Ni Wayan Budiani, “Efektifitas Program”, 53.
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2) Sosialisasi Program

Dalam rangka pemberlakuan SAPM di kalangan pengadilan agama di
Indonesia dapat berjalan secara baik, maka Dirjen Badilag telah menyusun dan
menyosialisasikan petunjuk-petunjuk secara jelas bagaimana SAPM itu
diterapkan di dalam buku pedoman. Buku pedoman tersebut didistribusikan
secara online di website Badan Peradilan Agama dengan format protable
document format (pdf). Hal ini ditujukan agar pendistribusian bisa dilakukan
secara cepat dan mudah ke seluruh badan peradilan agama di Indonesia. Selain
itu juga melakukan pemberitahun melalui surat edaran dan pertemuan setiap
perwakilan badan peradilan agama yang dikoordinasikan oleh pengadilan
tinggi agama sesuai dengan wilayah yuridiksinya masing-masing.

Adapun buku pedoman SAPM terdiri dari empat bagian, yaitu: Buku I
tentang Pedoman Standar SAPM; Buku Il tentang Penjelasan Buku I; Buku 111
tentang Pedoman Formulir SAPM; dan Buku IV tentang Pedoman Penilaian
SAPM. Selain itu dalam rangka pemaksimalan pelaksanaan Sertifikasi
Akreditasi Penjaminan Mutu, Dirjen Badilag telah melakukan perubahan
terhadap buku pedoman tersebut. Perubahan pertama pada bulan Februari
2018, sedangkan perubahan kedua pada bulan Agustus 2018.

Berdasarkan Surat Dirjen Badilag Nomor 200/DJA/OT.01.3/V111/2018
tentang Pemberlakuan Buku Pedoman SAPM Edisi Terbaru, 9 Agustus 2018,
terdapat beberapa pengaturan yang ditambahkan di dalam program SAPM,
yaitu: Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM); Pelayanan
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Informasi melalui Website Pengadilan; Penyelesaian perkara tepat waktu;
Minutasi dalam satu hari (One day minutation); Publikasi putusan dalam satu
hari (One day publish); Administrasi perkara secara elektronik (e-court); dan
Implementasi  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)%2. Hal ini
menunjukkan keseriusan Dirjen Badilag dalam membentuk Pengadilan Agama

yang profesional dan dapat mengikuti perkembangan zaman.

3) Tujuan Program

Program SAPM diberlakukan untuk meningkatkan mutu pengadilan
agar dapat memberikan kepuasan dan pelayanan maksimal kepada para pencari
keadilan. Hal ini dilakukan dengan pemaksimalan kinerja setiap unit di
pengadilan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada penilaian
SAPM pertama pada tahun 2017, Pengadilan Agama Blitar telah mendapat
predikat A “Exellent” yang tercantum pada Sertifikat Akreditasi Penjaminan
Mutu Badan Peradilan Agama Nomor: 025/DjA/SERT-APM/11/2017 dan
menempatkan Pengadilan Agama Blitar pada posisi ke-25 di tingkat
Pengadilan Pertama di Lingkungan Pengadilan Agama dan mempertahankan
predikat A “Exellent” pada tahun berikutnya. Hal ini merupakan bentuk
komitmen Pengadilan Agama Blitar dalam melaksanakan program SAPM

guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

92 Abdul Rahman, “Surat Keputusan Dirjen Badilag”, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
12 Oktober 2016, diakses 7 april 2020, https://badilag.mahkamahagung.go.id/surat-
keputusan/peraturan-dan-kebijakan/surat-keputusan-badilag
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Dalam pelaksaan program tersebut, Para pegawai di Pengadilan Agama
Blitar menyatakan bahwa pemenuhan tugas yang sesuai dengan apa yang
dituntut olenh SAPM itu merupakan kewajiban mereka sebagai pelayan publik.
Sehingga dengan terdapat program SAPM sangat membantu mereka dalam
menjalankan tugas secara maksimal. Jika dikaitkan dengan Jenis Ketaatan
hukum menurut H.C. Kelmen®3, maka bentuk Kketaatan tersebut merupakan
bentuk ketaatan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan terhadap suatu
aturan benar-benar terjadi karena ia merasa aturan itu telah sesuai dengan nilai-
nilai ajaran yang harus dianutnya.

Pemberlakuan SAPM di Pengadilan Agama Blitar telah diterapkan
sebagaimana ketentuan yang diatur dalam program SAPM. Hal ini ditunjukkan
dengan terdapat kelengkapan fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Blitar,
meskipun terdapan kekurangan dalam hal lahan parkir dan halaman
pengadilan. Hal ini disebabkan karena lahan lokasi Pengadilan Agama
ditengah-tengah pemukiman warga dan cukup terbatas. Namun untuk
meningkatkan pelayanan yang ada, Pengadilan Agama Blitar telah
memaksimalkan fasilitas yang ada dan membuat inovasi seperti terdapat tiga
jenis kartu identitas, yaitu menyediakan kartu identitas yang terdiri dari tiga
macam, merah untuk pihak berperkara yang telah diputus perkaranya, hijau
untuk pihak yang sedang dalam proses persidangan, dan biru untuk tamu

administratif. Selain itu juga menyediakan penilaian kualitas pelayanan di

% Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, (Jakarta: Yarsif Watampone,1998),
193.
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Pengadilan Agama Blitar dengan menaruh gambar emoticon ke dalam kotak

kaca yang berlabel puas dan tidak puas.

4) Pemantauan

Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama (Dirjen Badilag)
merupakan pihak yang menentukan pemberlakuan SAPM di kalangan
Pengadilan Agama. Pemberlakuan SAPM itu sendiri di Pengadilan Agama
Blitar dimulai sejak tahun 2017, pada saat itu penerapan SAPM masih berlaku
di beberapa pengadilan agama. Tercatat sebanyak 98 atau 27 persen dari
seluruh  pengadilan tingkat pertama di lingkungan Pengadilan
agama/Mahkamah Syari’ah®, dengan rincian sebagai berikut: 37 Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iah Kelas I A; 28 Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iah Kelas I B; dan 33 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah Kelas II.
Kemudian berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor 1945/DJA/OT.01.3/VI111/2018, tanggal 02 Agustus 2018, tentang
Penyelenggaraan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Gelombang Il Tahun
2018, maka program SAPM baru diterapkan di seluruh pengadilan agama di
Indonesia®. Kemudian untuk mengawasi pengimplementasian dari SAPM,

maka Dirjen Badilag melakukan monitoring atau penilaian ulang terhadap

% Abdul Rahman, “Majalah PA Edisi XIIl, Seratus Lima Puluh Peradilan Akan Diakreditasi”,
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 21 Maret 2018, diakses 7 April 2020,
https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/majalah-pa-
edisi-xiii-seratus-lima-puluh-peradilan-akan-diakreditasi

% Ridwan Anwar, “Penyelenggaraan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Gelombang II Tahun
2018,” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 3 Agustus 2018, diakses 7 April 2020,
http://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-
elektronik/penyelenggraan-sertifikasi-akreditasi-penjaminan-mutu-gelombang-ii-tahun-2018-3-8.
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pemberlakukan SAPM di seluruh pengadilan agama setiap satu tahun sekali.
Setiap pengadilan agama memiliki jadwal penilaian ulang berbeda-beda sesuai
dengan waktu penilaian SAPM untuk pertama kalinya. Untuk di Pengadilan
Agam Blitar sendiri penilain ulang SAPM dilakukan setiap tanggal 21

November pada setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil analisis kualitas pelayanan dan keefektivitasan
penerapan program SAPM vyang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan
bahwa Program SAPM dapat secara efektif meningkatkan pelayanan di

Pengadilan Agama Blitar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkain tentang efektivitas hukum dalam

meningkatkan pelayanan bagi para pihak berperkara melalui program Sertifikasi

Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) di Pengadilan Agama Blitar dapat

disimpulkan bahwa:

1.

Hadirnya progam SAPM pada tahun 2018 memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi panitera, khususnya di
Pengadilan Agama Blitar. Pertama, Pembakuan terhadap bagaimana
pelaksanaan tugas dan fungsi panitera atau Standar Operasional Prosedur
(SOP) telah termuat dalam program SAPM. Hal ini bertujuan untuk
menyelaraskan pelaksanaan tugas panitera dan menghindari terdapat
keberagaman dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Panitera yang

apabila hal ini diabaikan akan menghambat kinerja pengadilan agama dalam

61



62

melayani masyarakat. Kedua, Menuntut Panitera dalam mengolah setiap
dokumen perkara yang ada agar sesuai dengan SOP yang telah diatur di dalam
SAPM. Ketiga, kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera lebih
diperhatikan lagi.Terlebih lagi dengan terdapat penilaian secara periodik, akan
meningkatkan kompetensi Panitera sehingga dapat memberikan pelayanan
secara maksimal.

Program SAPM efektif dalam meningkatkan pelayanan bagi para pihak
berperkara di Pengadilan Agama dengan ditunjukan terdapat: a) kualitas
pelayanan di Pengadilan Agama Blitar sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan
terdapat pemenuhan dimensi kualitas pelayanan, yaitu dimensi berwujud,
dimensi kemahiran, dimensi ketanggapan, dimensi jaminan dan kepastian; dan
dimensi empati; b) Pelaksanaan SAPM telah memenuhi keempat faktor
efektivitas program, yaitu: Ketepatan sasaran program, Sosialisasi Program,
Tujuan Program, dan Pemantauan. Terlebih lagi, Pengadilan Agama Blitar
telah memaksimalkan fasilitas yang ada guna memuaskan pelayanan kepada
msyarakat. Selain itu, setelah pelaksanaan SAPM, terdapat inovasi seperti
pembagian kartu identitas bagi pihak berperkara dan penilaian kepuasan

pelayanan dengan emoticon.

Saran
Pengadilan Agama Blitar
Pelaksanaan program SAPM di tiap unit-unit di Pengadilan Agama

Blitar harus terus dilakukan agar pelayanan kepada pihak berperkara semakin
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meningkat sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaaan kepada

pihak pengadilan.

. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Pengawasan terhadap pelaksanaan program SAPM diharap
dipertahankan dan terus menciptakan inovasi lain agar mutu badan peradilan
agama semakin meningkat dan dapat memberikan pelayanan secara prima

kepada masyarakat.
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